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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Alasan–alasan yang sering muncul mangapa kalangan menengah kebawah ikut 

dalam perjudian adalah40: 

1. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari 

esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka 

itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk 

mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain 

untung–untungan dan berjudi. 

2. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak 

yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-

hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan 

berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang 

menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang 

atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).  

3. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan 

kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi 

perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan berakibat 

cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder). 

 
40 Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 

September 1986 
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Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  

6. Faktor Sosial & Ekonomi  

7. Faktor Situasional  

8. Faktor Belajar  

9. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan  

10. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE  

Definisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian, yang berbunyi: “Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, 

di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada 

peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di 

situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-

lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, 

demikian juga segala pertaruhan lainnya.” 

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah 

kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan 

apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk 

kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 

542 KUHP).  

Khusus mengenai judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perbuatan 
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yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: ”setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memilikii muatan perjudian”. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, 

atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE 

berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE 

dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. 

Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai 

perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online di 

atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.  

Dalam putusan perkara Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng, pertimbangannya 

berdasarkan fakta-fakta yang ada selama dalam persidangan, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa pembuktian atas tindak pidana perjudian telah sesuai dengan 

aturan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 45 

Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

transaksi Elektronik. 

Menurut penulis, aturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk 

dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang 

khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Sehingga penulis 

menyimpulkan seharusnya hakim menggunakan aturan khusus yaitu UU ITE, 

dimana penulis berpendapat dalam kasus ini lebih mengutamakan pada Pasal 27 

UU ITE. Tapi karena jaksa tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang mengacu 
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pada Pasal 27 UU ITE, sehingga hakim telah tepat dalam memutuskan perkara 

dengan menggunakan Pasal 303 KUHP. 

B. Saran 

Bagi masyarakat selaku pengguna media elektronik yang menggunakan internet 

untuk lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dengan tidak membuka 

situs-situs yang mengandung unsur criminal seperti judi online, dan harus ikut 

membantu pihak kepolisian untuk melaporkan hal yang berkaitan dengan judi 

online atau melakukan upaya preventif seperti sosialisasi bahaya judi online. 

Seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati 

lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman 70 yang mendasar 

mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena kedua 

perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun 

keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian 

umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian online 

yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE).  
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